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KATA PENGANTAR

Oleh minat pribadi yang sangat tinggi, akhirnya
selesailah sudah penelitian tentang Birokrasi Batak Toba
dalam Dinasti St Singamangaraja. Tetapi sebagai kajian
awal dengan referensi yang terbatas untuk studi
kepustakaan (Zbrary research) dan penelitian lapangan (field
research) dengan waktu dan jumlah informan yang terbatas
pula, peneliti menyadari masih banyak kekurangan hasil
penelitian ini.

“Tidak ada gading yang tak retak”, kata pepatah
Melayu; “Gala-gala sitelluk telluk mardagul-dagnl, angka na
hurang manat hamu mangapul-apul’, kata umpasa Batak Toba.
Pepatah ini menjadi semangat bagi peneliti untuk
memberanikan  diri  menyelesatkan  dan  sekaligus
menerbitkan hasil penelitian ini. Tujuannya untuk dapat
dibaca oleh berbagai pihak, schingga: pertama dapat
menambah khasanah pengetahuan tentang birokrasi lokal
tradisional Batak Toba di Sumatera Utara, yang selama ini
didominasi oleh birokrasi Jawa; dan kedua, untuk
mendapat krittk dan kritisi dari pembaca dalam rangka
penyempurnaan isi dari hasil penelitian ini.

Dengan selesainya penelitian ini, tidak lepas dari
bantuan dan dukungan, terutama dari istri saya Siti Sophia
boru Altong, dan juga anak saya Humbert Mardongantua
Sorimangaraja Silalahi. Banyak waktu yang saya habiskan
untuk menyelesatkan penelitian i tanpa bersama dengan
mereka. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada
para informan di Bakara: Raja Gomal/Amani Roma
Sinambela keturunan langsung Raja Singamangaraja XI,
David Purba (A. Ruslan/Ompu Metrlin), Sahala Manullang
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(St. Gading), yang dengan scnang hatt memberikan
berbagat informast yang saya butuhkan untuk penelitian
1, terutama kepada amanta Hampung Simamora untuk
segala keramahannya menerima kami sckeluarga tinggal di
rumah selama penelitian berlangsung, dan lae Marpaung
yang dengan ramah menyapa kami ketika kami tiba
pertama kali di Bakara pukul 16.30 Wib di depan Istana
Raja Singamangaraja dan membawa kami ke rumah
hampung dan keduanya juga dengan rela meluangkan
waktu menemani saya untuk menemui dan selama
wawancara dengan mforman. Kepada mereka yang telah
ikut membantu, saya hanya dapat mengucapkan “sas
dipadao nia abat-abat, sinur pinaban, gabe na ni wla di hamn
sude’. Melalui umpama saya doakan: “Eme sitambatua
parlinggoman ni si borok, Debata do na martua, horas ma hamu
diparoror”’.

Horas..., horas, ... horas.

Penulis.



1
PENGANTAR

PERMASALAHAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah merupakan terobosan politik dan administratif dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang ini
memberi otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
kepada Pemerintah Daerah Kota, Kabupaten dan Provinsi, batk
Eksekutif maupun Badan Legislatif Daerah. Dalam UU No. 22
Tahun 1999 disebutkan: “Daerah Otonom memiliks
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendirs berdasarkan
aspirast masyarakat”.

Secara implisit dan eksplisit Undang-undang ini
mengisyaratkan = bahwa  keberhasilan  daerah  otonom
melaksanakan wewenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat tergantung pada pemerintah
dan masyarakat daerah. Meskipun demikian salah satu faktor
yang paling menentukan keberhasilan pemerintah daerah
melaksanakan otonomi daerah adalah birokrasi daerah itu
sendiri. Ini berhubungan dengan bagaimana menyelesaikan
tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi pekerjaan
banyak orang secara sistematis dan juga mengorganisir dalam




2 Pengantar

rangka memperbaikit efisiensi admumstratil, bukan menciptakan
berbagar inefisiensi pelaksanaan otonomi dacrah. Int berartt
birokrasi scbagar mekanisme administrasi diperlukan dalam
masyarakat-masyarakat modern yang kompleks untuk mencapai
sasaran-sasaran demokratik dengan harapan bisa meningkatkan
standar kehidupan masyarakat, mendistribusikan penghasilan
secara lebih merata atau meningkatkan pengaruh warga negara
terhadap pemerintah mercka. !

Hal di atas menunjukkan bahwa kcunggulan birokrast
lokal atau daerah merupakan prasyarat untuk keberhasilan
pelaksanaan  otonomi daerah secara efisien dan  efcktif.
Sementara keunggulan birokrast lokal modern, bagaimanapun,
tidak lepas dari nilai-nilai budaya lokel. Nilat-ailat budaya lokal
menentukan praktek birokrasi lokal modern, perilaku aparatur
birokrast  lokal dan  sikap  masyarakat  sipidl  dalam
berpemerintahan. Dan administrator atau aparatur birckrast
menyesuatkan dengan norma yang berlaku yang diwansi dart
masa lalu, dan administrasi masa kini pada dasarnya
dikendalikan oleh cita-cita masa lalu? Tentang hal ini
Schumpeter telah memperingatkan:

Tiap-tiap situast sosial merupakan warisan dan situast yang
mendahulumya dan mengambil alih bukan saja budayanya,
kecenderungan-kecenderungannya dan ‘semangatnya’, bahkan juga
unsur-unsur struktur sosialnya dan konsentrast kekuasaan. 3

Mengacu pada pendapat Koentjaraningrat, ada nilat-nilai
budaya lokal yang posif atau potensial dan ada yang negatif atau
tidak potensial untuk kehidupan masyarakat modern.* Katrena
praktek birokrasi lokal modern tidak lepas dart nilai-nilai budaya
lokal sehingga aparatur birokrasi cenderung menyesuaikan
dengan norma yang berlaku yang diwarisi dart masa lalu, dan
karena admunistrasi masa kint pada dasarnya dikendalikan oleh
cita-cita masa lalu, maka perlu disiasati untuk mengoptimast
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nilar budaya lokal positif yang mendukung praktck birokrast
modern dan meminimasi atau jika mungkin menghilangkan nilai
budaya negatif karena menjadi kendala. Itu bisa terjadi di
-seluruh daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik
propins, kota dan kabupaten yang masing-masing memiliki
nilai-nilai budaya lokal, seperti Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara dan Daerah Kabupaten Toba-Samosir di Sumatera Utara,
Dua Kabupaten ini merupakan “Pusat Negeri Toba” sebelum
Indonesia merdeka.

Aparatur birokrasi dan masyarakat di kedua kabupaten
ini dominan berasal dari etnik Batak Toba dan memiliki nilai-
nilai budaya lokal yang khas, baik budaya kerohanian maupun
budaya kemusyarakatan. Niai-nilat budaya Batak ‘Loba ini
menentukan sikap dan perilaku birokrasi dan warga sipil dalam
berpemerintahan dan bermasyarakat yang berimplikasi terhadap
pelaksanaan otonomi daerah di kedua kabupaten tersebut. Ini
berarti eksistensi birokrasi lokal modern di Kabupaten Tapanuli
Utara dan Kabupaten Toba-Samosir sebagai daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendii  berdasarkan  aspirasi
masyarakat setempat tidak lepas dar nilai-nilai budaya
masyarakat Batak Toba. Apalagi penduduk di Sumatera Utara di
mana etnik Batak Toba ada di dalamnya, menurut Clifford
Geertz, kurang mengalami proses detraditionalized (penipisan
tradisi) dibandingkan dengan penduduk lain.5 Ini berart
masyarakat Batak Toba kental dengan nilai-nilai tradisional
dalam perilaku bermasyarakat dan berpemerintahan.

Dilihat  dari sejarah  geopolittk dan  birokrasi
pemerintahan Negeri Batak Toba merupakan suatu “Kerajaan”
yang terpencil di pedalaman® Negeri Batak Toba-tua
pertamakali berpusat di Balige di bawah Dinasti Tuan
Sorimangaraja. Kemudian Dinasti ini berlanjut ke Dinasti
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Singamanagaraja dan berpusat di Bakara di tepi tenggara Danau
Toba. Raja Singamangaraja scbagar pemimpin puncak birokrast
Negeri Batak T'oba diakut oleh scluruh raja-raja di tanah Batak
dan dacrah-dacrah kerajaan di sckitarnya.” la dianggap sebagat
kepala suku dan raja yang senanatiasa melindungi dan menjaga
persatuan dan keadilan, serta scbagai pendeta yang menjaga
keserasian hubungan dengan para dewata.®

Negeri Batak Toba jelas tampak dalam pemerintahan
Dinasti Raja Singamangaraja. Sebagat satu pemerintahan dalam
bentuk kerajaan, maka Dinasti Singamangaraja tentu memuiliki
“birokrasi” yang mengatur, melindungt dan menjaga persatuan,
perdamaian dan keadilan di Negeri Batak Toba pada masa itu.
Birokrast pemerintahan dalam dinasu ini berfungsi membent
keamanan, ketertiban, keteraturan lokal, dan mampu member
pelayanan untuk kepentingan publik berabad-abad lamanya.
Tidak ada pemberontakan rakyat kepada raja selama berabad-
abad lamanya dan pergantian raja dilakukan dalam suasana
damat.

Dinasti Singamangaraja sebagat satu dinasi di pusat
Negeri Batak Toba memiliki satu “birokrasi pemerintahan”
yang efektif dan kuat. Dinasti in1 mampu mempertahankan diri
dari serangan Minangkabau dalam perang Padn, mampu
mempertahankan diri dart serangan Mojopahit dan Sriwijaya.
Akhirnya, birokrasi Dinasti Singamangaraja juga kuat, karena
Dinasti Singamangaraja XII dapat bertahan selama 30 tahun
melawan  kolonialisme Belanda. Singkatnya, Dinasti Tuan
Singamangaraja tidak mungkin dapat bertahan kira-kira 392
tahun jika tidak didukung oleh birokrasi (struktur dan ideologi)
yang kuat yang sesuai dengan budaya kemasyarakatan dan
budaya kerohanian masyarakat Batak Toba pada masa itu.
Sayangnya meskipun  birokrast lokal tradisional Batak
Toba/Dinasti Singamangaraja langgeng dan kuat pada masa itu,
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tetapt belum mendapat perhatian alias belum dilakukan studi
sccara mtensif. Int beracti pengetahuan tentang birokrast lokal
tradisional Batak Toba/Dinasti Singamangaraja sangat terbatas
atau tidak diketahui secara luas dan mungkin tidak diketahui
oleh orang Batak itu sendirt seperti halnya pengetahuan historis
mereka tentang asal usulnya.’

Bahwa pengetahuan tentang birokrast lokal tradisional
Batak Toba diperlukan karena spirit birokrasi lokal modern di
Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir di
mana masyarakatnya memuilikt nilas budaya lokal tradisional dan
masih kental mewarnai praktek kehidupan bermasyarakat dan
berpemerintahan, banyak mengikuti spirit birokrasi lokal
tradisional Batak Toba. Prevalensi birokrasi dalam masyarakat
masa lampau sebagai sistem-sistem sosial memberi kontribusi
terhadap pemahaman umum sistem-sistem sosial yang
kompleks masa kini, seperti halnya dengan sistem birokrasi
untuk tingkat lokal.1? Int berarti pengetahuan tentang birokrast
lokal tradisional di Pusat Negeri Toba/Dinasti Singamangaraja
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di
Kabupaten Tapanuli Utara dan Toba Samosir di era otonomu
daerah. Sementara pengetahuan tersebut dapat digali melalu
suatu penelitiar:.

Studi tentang Birokrasi Batak Toba tradisional ini
bertujuan  mengeksplorasi  karakteristtk dan  keunggulan
birokrasi lokal tradisional Negeri Batak Toba/Dinasti
Singamangaraja yang memiliki nilai budaya lokal yang menonjol
dan masth mewarnai praktek kehidupan bermasyarakat dan
berpemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten
Toba Samosir dewasa ini. Secara spesifik studi diarahkan pada
struktur, ideologi, dan hubungan antara raja dan rakyat dalam
birokrasi tradisional Batak Toba/Dinasti Singamangaraja.
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